
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktik bisnis dewasa ini bergerak sangat dinamis seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang 

begitu pesat memungkinkan pelaku bisnis berinteraksi satu sama lain dengan 

sangat mudah, tanpa ada kendala mengenai perbedaan tempat dan waktu. Hal ini 

berimplikasi pada semakin meningkatnya transaksi bisnis internasional, yang 

melibatkan pelaku bisnis dari negara berbeda dalam kegiatan bisnis tertentu. 

Terlebih, Indonesia telah menyambut ASEAN Economic Community pada akhir 

tahun 2015, yang merupakan perwujudan kesepakatan integrasi ekonomi di 

kawasan Asia Tenggara bagi negara-negara yang tergabung dalam Association of 

South East Asian Nations (ASEAN)
1
. 

Transaksi bisnis internasional dapat terjadi baik karena adanya pelaku 

bisnis yang berlokasi di berbeda negara, maupun karena adanya perbedaan 

nasionalitas antara pelaku bisnis tersebut. Contohnya, sebuah perusahaan badan 

hukum Indonesia yang berdomisili di Indonesia bertransaksi dengan sebuah 

perusahaan badan hukum Singapura yang berdomisili di Singapura, atau seorang 

                                                         
1The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di 

Bangkok, Thailand dengan ditandatanganinya deklarasi ASEAN (Bangkok Declaration) oleh 

negara-negara yang dikenal sebagai pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, 

Singapura, dan Thailand. Hingga saat ini, ASEAN telah memiliki 10 negara anggota. Tujuan dari 

dibentuknya ASEAN secara umum adalah sebagai sarana kerja sama dibidang ekonomi, sosial, 

dan kultural di regional Asia Tenggara antara negara anggota, sehingga dapat mewujudkan 

komunitas yang sejahtera dan damai di kawasan Asia Tenggara. Salah satu cara mewujudkan 

tujuan tersebut adalah dengan membentuk ASEAN Economic Community. 



 2 

warga negara Indonesia bertransaksi dengan seorang warga negara Singapura 

mengenai kegiatan bisnis di suatu tempat tertentu. Dalam hal ini, seringkali 

kesepakatan mengenai transaksi bisnis tersebut kemudian dituangkan dalam 

bentuk perjanjian. Pada tahap inilah lembaga hukum muncul untuk 

mengakomodasi kepentingan hukum para pihak dengan cara mengkristalisasi 

kesepakatan para pihak ke dalam suatu perjanjian, dengan tujuan untuk 

memproteksi kepentingan hukum para pihak, terkait pelaksanaan dan/atau 

pemenuhan perjanjian tersebut. 

Dalam transaksi bisnis internasional sebagaimana diuraikan sebelumnya, 

para pihak dapat menentukan pilihan hukum yang berlaku untuk perjanjian antara 

para pihak. Hal ini amat penting mengingat para pihak dalam perjanjian tersebut 

tunduk pada ketentuan hukum yang berlainan satu sama lain. Untuk mengatasi hal 

ini, pada praktiknya, para pihak kemudian akan bernegosiasi dan memutuskan 

mengenai hukum apa yang berlaku untuk perjanjian yang akan mereka buat. 

Secara teknis hukum, hal ini sering dikenal sebagai klausa pilihan hukum yang 

berlaku (choice of law), yang biasa juga diatur bersamaan dengan klausa pilihan 

forum pengadilan (choice of forum), mengingat klausa tersebut satu sama lain 

saling berkaitan. Dalam penelitian hukum ini, penulis membatasi pembahasan 

hanya pada transaksi bisnis internasional yang dibuat berdasarkan perjanjian yang 

menggunakan hukum Indonesia sebagai pilihan hukum yang berlaku, mengingat 

kajian penelitian hukum ini bertolak pada aturan-aturan hukum positif di 

Indonesia.  
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Dalam hukum Indonesia, hukum perjanjian termasuk dalam ranah hukum 

perdata. Oleh karenanya, jika berbicara mengenai perjanjian, maka tentunya harus 

merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2
 (untuk selanjutnya disebut 

KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, suatu perjanjian diartikan 

sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian yang diberikan KUHPerdata 

tersebut menyiratkan bahwa seakan-akan dalam suatu perjanjian, hanya satu pihak 

saja yang secara aktif mengikatkan dirinya terhadap pihak lain, bukan secara 

timbal balik. Akan tetapi, jika merujuk pada pendapat ahli, perjanjian (dalam 

bahasa Belanda: overeenkomst) diartikan sebagai suatu peristiwa di mana dua 

orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan 

tertentu
3
. Dari pengertian yang diberikan undang-undang dan ahli sebagaimana 

diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pada esensinya 

merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang mana 

masing-masing pihak memiliki hak dan/atau kewajiban yang timbul dari 

perjanjian tersebut, yang mana pelunasan atas hak dan/atau kewajiban tersebut 

dapat dimintakan pemenuhannya melalui sarana hukum yang ada, misalkan 

melalui gugatan wanprestasi ke muka pengadilan, sehingga para pihak menjadi 

terikat untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah disetujuinya. Hal inilah yang 

dalam doktrin hukum sering dikatakan bahwa salah satu sumber perikatan adalah 

                                                         
2 KUHPerdata merupakan Burgerlijk Wetboek Belanda yang diberlakukan di Indonesia, 

berdasarkan Staatsblad 1847-23. KUHPerdata yang digunakan pada penelitian hukum ini 

merupakan terjemahan dari Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio 
3 J.B. Daliyo, S.H., Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hal 62 
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perjanjian, dan lebih jauh, bahkan dari satu perjanjian saja, bisa melahirkan 

banyak perikatan
4
.  

Perjanjian sebagai bagian dari hukum perdata juga dilandasi oleh asas-asas 

hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum 

merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum, sehingga 

asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau 

merupakan ratio legis dari peraturan hukum
5
. Asas hukum pada dasarnya 

merupakan suatu ketentuan dasar yang menjadi jiwa dari lahirnya ketentuan-

ketentuan hukum yang lebih konkrit. Salah satu asas hukum yang perdata yang 

penting adalah asas kebebasan berkontrak (contract vrijheid), yang menggariskan 

bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menentukan sendiri isi dan ruang lingkup 

dari perjanjian yang akan dibuat, dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak 

layaknya undang-undang, sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan 

aturan hukum yang berlaku. Hal ini selaras dengan pendapat J. Satrio, S.H., yang 

menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menyatakan 

bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi 

dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, 

dan ketertiban umum
6
. Akan tetapi, perlu diingat bahwa asas kebebasan 

berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung 

jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat, asas 

                                                         
4 J. Satrio, S.H., Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya, (Bandung: Alumni, 1999), hal 40 
5 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni: 1986), hal 89 
6 Prof. R. Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan xxi, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 13 
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kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab.
7
 Bertanggung jawab disini berarti 

bahwa penerapan kebebasan berkontrak harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan 

hukum positif yang berlaku (the prevailing law), sehingga antara norma yang satu 

dengan yang lain tidak berbenturan.  

 Salah satu bentuk perwujudan asas kebebasan berkontrak dalam transaksi 

bisnis internasional adalah terkait masalah bahasa yang digunakan dalam 

perjanjian mengenai suatu transaksi. Seringkali, para pihak akan memilih bahasa 

yang dimengerti oleh mereka dengan baik, misalkan yang paling umum adalah 

bahasa Inggris, mengingat bahasa Inggris telah diakui sebagai bahasa 

internasional dalam dunia internasional. Hal ini dimaksudkan agar para pihak 

benar memahami apa yang menjadi hak dan/atau kewajiban mereka berdasarkan 

perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Kebebasan dalam memilih bahasa 

yang digunakan dalam suatu perjanjian merupakan salah satu wujud unsur 

aksidentalia
8
 dalam suatu perjanjian, yang menjadikan hukum perjanjian dikenal 

dengan istilah hukum yang bersifat terbuka
9
. Perlu dipahami bahwa unsur 

aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan 

ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai 

                                                         
7 Andri C. Sihombing, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Tertanggung dalam Perjanjian 

Asuransi di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Volume 29/No. 2 - 2010: 73 
8 Selain unsur aksidentalia, dalam suatu perjanjian memiliki unsur esensialia dan unsur naturalia. 

Unsur esensialia dalam suatu perjanjian adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian 

karena mencermikan sifat dari perjanjian tersebut, sedangkan unsur naturalia dalam suatu 

perjanjian adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian setelah unsur esensialianya 

diketahui, dan jika para pihak tidak mengatur secara khusus, maka ketentuan dalam undang-

undanglah yang berlaku. 
9 Dr. Gunawan Widjaja, S.H., M.H., M.M., Hal-Hal Prinsip dalam Pembuatan Kontrak yang 

Sering Terlupakan dan Akibat-Akibatnya, Jurnal Hukum Bisnis Volume 29/No. 2 – 2010: 51 
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dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang 

ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.
10

 

 Akan tetapi, ternyata dalam hukum positif di Indonesia, telah diatur 

mengenai pembatasan penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian yang salah satu 

pihaknya bernasionalitas Indonesia. Aturan tersebut terdapat pada Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 

serta Lagu Kebangsaan
11

 (untuk selanjutnya disebut UU Bendera dan Bahasa). 

Dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bendera dan Bahasa, diatur bahwa bahasa Indonesia 

wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan 

lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta 

Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat 

(2) UU Bendera dan Bahasa menyatakan bahwa nota kesepahaman atau perjanjian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga 

dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. 

 Di sisi lain, dalam hal pembuatan suatu perjanjian tersebut dituangkan 

dalam suatu akta otentik di hadapan Notaris, maka terdapat pula aturan dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
12

 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
13

 (untuk 

                                                         
10 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 89  
11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta 

Lagu Kebangsaan diundangkan pada tanggal 9 Juli 2009 dan diumumkan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 
12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang tentang Jabatan Notaris diundangkan pada 

tanggal 6 Oktober 2004 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

nomor 117 
13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan diumumkan 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 3 
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selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris 2014) yang mengatur mengenai 

penggunaan bahasa dalam suatu akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris. 

Merujuk pada Pasal 43 ayat (3) UU Jabatan Notaris 2014, dinyatakan bahwa jika 

para pihak menghendaki, akta (Notaris) dapat dibuat dalam bahasa asing. 

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 43 ayat (4) juncto Pasal 43 ayat (5) UU Jabatan 

Notaris 2014, akta yang dibuat dalam bahasa asing tersebut wajib diterjemahkan 

oleh Notaris ke dalam bahasa Indonesia, dan jika ternyata Notaris tidak dapat 

menerjemahkan atau menjelaskannya, maka akta tersebut diterjemahkan atau 

dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.  

 Dari kedua aturan undang-undang sebagaimana diuraikan sebelumnya, 

dapat dilihat bahwa terdapat konflik norma pada level hierarki peraturan yang 

sama, yaitu pada level undang-undang, terkait pengaturan mengenai penggunaan 

bahasa dalam suatu perjanjian. Di satu sisi, UU Bendera dan Bahasa mewajibkan 

penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian jika salah satu pihak dalam 

perjanjian tersebut bernasionalitas Indonesia, sedangkan di sisi lain UU Jabatan 

Notaris 2014 memungkinkan para pihak menyepakati bahasa yang digunakan 

dalam perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris adalah bahasa asing, dengan 

mensyaratkan bahwa perjanjian tersebut harus tetap diterjemahkan ke bahasa 

Indonesia. Konflik norma ini tentunya mengakibatkan ketidakpastian hukum 

khususnya dalam hal transaksi bisnis internasional, sehingga dapat menimbulkan 

celah hukum yang dapat digunakan sewaktu-waktu oleh pihak yang memiliki 

itikad tidak baik. Terlebih, baik aturan dalam UU Bendera dan Bahasa maupun 

dalam UU Jabatan Notaris 2014 tidak memberikan sanksi apapun terhadap 
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pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, sehingga kemudian 

memberikan peluang multi interprestasi yang semakin menambah ketidakpastian 

hukum. 

 Salah satu kasus yang menarik perhatian dunia hukum di Indonesia terkait 

kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian sebagaimana 

diatur dalam UU Bendera dan Bahasa adalah pada kasus PT. Bangun Karya 

Pratama Lestari melawan Nine AM Limited (sebuah perseroan terbatas yang 

berdomisili didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat). Pada kasus tersebut, 

perjanjian pinjam meminjam (loan agreement) yang telah dibuat antara PT. 

Bangun Karya Pratama Lestari sebagai debitor dan Nine AM Limited sebagai 

kreditor dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat (vide 

Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar) karena menggunakan bahasa asing 

(yaitu bahasa Inggris) atas gugatan dari PT. Bangun Karya Pratama. Di tingkat 

banding, Pengadilan Tinggi Jakarta tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat (vide Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI). Kemudian pada 

tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2015 juga 

menolak kasasi yang diajukan Nine AM Limited sehingga perjanjian tersebut 

tetap dinyatakan batal demi hukum. Yurisprudensi dari kasus tersebut di atas 

sangat menarik perhatian dunia hukum Indonesia mengingat pertimbangan hukum 

yang diberikan oleh Pengadilan dalam menyatakan perjanjian antara para pihak 

batal demi hukum adalah didasarkan pada alasan bahwa perjanjian tersebut 

dipandang telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Bendera dan Bahasa 



 9 

karena bahasa yang digunakan dalam perjanjian tersebut bukanlah bahasa 

Indonesia. 

 Keputusan pengadilan pada kasus sebagaimana diuraikan sebelumnya 

cukup membuat dunia internasional, khususnya pihak asing yang memiliki 

hubungan hukum dengan pihak Indonesia, menjadi khawatir.  Salah satu 

indikatornya adalah dengan dikirimkannya surat resmi dari International Swaps 

and Derivatives Association, Inc.
14

 (untuk selanjutnya disebut dengan ISDA) 

kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 2014, yang 

mengutarakan kekhawatiran antara anggota-anggota ISDA yang timbul dari 

putusan pengadilan tersebut yang pada akhirnya dapat mengancam aktivitas 

anggota-anggota ISDA yang bernasionalitas Indonesia.  Hal ini dikarenakan 

ISDA yang telah bekerja untuk menciptakan pasar derivatif global, dalam 

kegiatan sehari-harinya, selalu berkaitan dengan transaksi yang mana para 

pihaknya terdapat pada yurisdiksi hukum yang berbeda, serta ditambah dengan 

fakta bahwa dokumen ISDA merupakan dokumentasi standar pasar global 

derivatif yang menggunakan bahasa Inggris. ISDA khawatir jika kemudian pihak 

Indonesia yang tergabung dan bertransaksi dalam ISDA dapat menggunakan 

alasan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian sebagai 

alasan untuk keluar dari perjanjian yang telah dibuatnya. 

                                                         
14 International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) adalah sebuah asosiasi yang telah 

didirikan sejak tahun 1985, dengan tujuan untuk menciptakan pasar derivatif global yang aman 

dan efisien. Sekarang, ISDA memiliki lebih dari 800 anggota institusi dari 65 negara, yang 

meliputi korporasi, manajer investasi, badan pemerintah dan supranasional, perusahaan energi dan 

komoditas, dan bank internasional maupun regional. Untuk lebih lengkapnya, mengenai ISDA 

dapat diakses melalui www.isda.org 
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 Oleh karena itu, dalam penelitian hukum ini, penulis hendak meneliti 

mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu akta otentik, 

khususnya dikaitkan dengan keberlakuan Undang-Undang Bendera dan Bahasa. 

Jika penelitian hukum ini tidak dilakukan, maka dikhawatirkan terjadi suatu 

ketidakpastian mengenai bagaimana Notaris harus menyikapi permintaan dari 

para penghadapnya yang menghendaki pembuatan suatu akta otentik dengan tidak 

menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, kekhawatiran lain yang dapat muncul 

adalah adanya ketakutan dari pihak asing ketika harus mengadakan perjanjian 

dengan pihak Indonesia, karena di satu sisi, pihak asing akan lebih nyaman jika 

perjanjian tersebut dibuat menggunakan bahasa yang lebih dikenal oleh mereka, 

misalkan saja bahasa Inggris, akan tetapi di sisi lain, ada konflik aturan hukum di 

Indonesia mengenai boleh atau tidaknya suatu perjanjian dibuat dalam bahasa 

asing. Terlebih, telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang 

menyatakan suatu perjanjian batal demi hukum semata-mata karena perjanjian 

tersebut tidak dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia sehingga dipandang 

bertentangan dengan UU Bendera dan Bahasa.  

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian hukum ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah keabsahan suatu akta otentik yang dibuat tidak dalam bahasa 

Indonesia? 
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2. Bagaimanakah akibat hukum suatu akta otentik yang dibuat tidak dalam bahasa 

Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian hukum ini didasarkan pada keinginan untuk 

mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum yang tercantum dalam rumusan 

masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menelusuri, menemukan, menganalisis, dan melakukan pemecahan 

masalah sehubungan dengan keabsahan suatu akta otentik yang dibuat tidak 

dalam bahasa Indonesia;  

2. Untuk menelusuri, menemukan, menganalisis, dan melakukan penemuan 

hukum sehubungan dengan akibat hukum suatu akta otentik yang dibuat tidak 

dalam bahasa Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang didapat dari penelitian hukum ini meliputi dua 

aspek, yaitu dari aspek keilmuan dan aspek praktis hukum. 

 

1.4.1 Manfaat Penelitian dari Aspek Keilmuan: 

Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam pengetahuan di bidang 

hukum kenotariatan, khususnya terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia 

dalam suatu akta otentik dikaitkan dengan Undang-Undang Bendera dan Bahasa. 

Penelitian hukum ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi ilmu hukum di 
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bidang kenotariatan, sehingga Notaris dapat memahami secara jelas kewajibannya 

dalam menentukan penggunaan suatu bahasa pada suatu akta otentik yang 

dibuatnya. Penelitian hukum ini akan menguji kesesuaian antara Undang-Undang 

Bendera dan Bahasa serta Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dapat 

memberikan kontribusi bagi terbentuknya suatu kualitas norma hukum yang ideal 

di kemudian hari. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian dari Aspek Praktis Hukum: 

Penelitian ini dilakukan untuk dapat dijadikan panduan bagi para Notaris 

dalam menghadapi problematika hukum dalam praktik profesinya sehari-hari, 

terutama ketika diminta untuk membuat suatu akta otentik yang tidak 

menggunakan bahasa Indonesia.  Adanya penelitian ini diharapkan dapat 

membentuk suatu keseragaman dalam praktik profesi Notaris dalam hal Notaris 

diminta untuk membuat suatu akta otentik tidak dalam bahasa Indonesia, sehingga 

tidak muncul suatu keragu-raguan dari Notaris dalam memutuskan apakah akan 

memenuhi atau menolak permintaan tersebut. Lebih jauh, penelitian hukum ini 

diharapkan dapat memberikan suatu cara pemahaman hukum yang benar terkait 

kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam akta otentik di dalam dunia 

hukum secara umum, khususnya bagi para penegak hukum seperti Advokat, jaksa, 

dan hakim, sehingga para penegak hukum dapat memahami lebih terperinci 

mengenai kewajiban Notaris dalam pembuatan akta otentik, khususnya dalam hal 

penggunaan bahasa dalam akta, sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya 

dapat terhindarkan dari upaya pemidanaan dan/atau gugatan perdata yang salah 
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kaprah, karena keterbatasan pemahaman dari penegak hukum mengenai apa yang 

menjadi kewajiban Notaris.    

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan dari hasil penelitian hukum ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab 

yang mana antara bab yang satu dengan yang lainnya memiliki kaitan yang erat, 

sebagai berikut: 

 

BAB I Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini memuat mengenai latar belakang masalah 

sehubungan dengan judul penelitian hukum ini, rumusan masalah sehubungan 

dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, tujuan serta manfaat dari 

aspek keilmuan maupun aspek praktis yang diharapkan dari penelitian hukum ini, 

dan juga mengenai sistematika penelitian yang digunakan penulis dalam 

menyusun penelitian hukum ini. 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab tinjauan pustaka ini akan memuat mengenai teori-teori hukum yang 

akan digunakan untuk memecahkan rumusan masalah dalam penelitian hukum 

ini. Uraian dalam bab ini pertama-tama akan membahas mengenai tinjauan hukum 

terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu akta otentik, baik menurut 

Undang-Undang Bendera dan Bahasa, maupun menurut Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan UU Jabatan Notaris 2014. 
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Selanjutnya, bab ini akan membahas mengenai profesi Notaris sebagai pejabat 

umum yang membuat akta otentik, dengan menguraikan mengenai profesi Notaris 

di Indonesia, kewenangan, tugas, dan kewajiban jabatan Notaris, larangan jabatan 

Notaris, sanksi terhadap pelanggaran jabatan Notaris, dan perlindungan hukum 

terhadap jabatan Notaris. Pada uraian berikutnya, bab ini akan membahas secara 

mendetail mengenai kewajiban Notaris menggunakan bahasa Indonesia di dalam 

suatu akta Otentik. Pemaparan dalam bab ini akan ditutup dengan tinjauan hukum 

terkait akta sebagai alat bukti tulisan, yang meliputi uraian mengenai pengertian 

dan syarat-syarat akta otentik, akta Notaris sebagai akta otentik, serta kekuatan 

pembuktian akta otentik dan uraian mengenai pengertian akta di bawah tangan 

serta kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. 

 

BAB III Metode Penelitian 

Bab metode penelitian ini akan membahas mengenai pengertian metode 

penelitian. Di dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai jenis penelitian 

yang digunakan, serta prosedur pengumpulan bahan penelitian, baik bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum. Selanjutnya, penulis 

akan membahas mengenai sifat analisis, serta diakhiri dengan hambatan yang 

timbul dalam penelitian hukum ini dan penanggulangan terhadap hambatan 

tersebut. 
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BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis 

Bab hasil penelitian dan analisis akan membahas mengenai inti dari 

penelitian hukum ini. Pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai hasil 

penelitian yang didapatkan dengan berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan 

sekunder, dan bahan non-hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum 

ini. Karena itu, penulis akan memberikan jawaban atas isu hukum yang dijadikan 

rumusan masalah dalam penelitian hukum ini, yang mana pemaparan jawaban 

tersebut akan dibagi menjadi 2 (dua) subbab, yaitu pertama mengenai keabsahan 

suatu akta otentik yang dibuat tidak dalam bahasa Indonesia dan kedua mengenai 

akibat hukum suatu akta otentik yang dibuat tidak dalam bahasa Indonesia. 

 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab kesimpulan dan saran akan membahas mengenai intisari hasil 

penelitian serta argumentasi hukum penulis yang menjawab rumusan masalah 

dalam penelitian hukum ini. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran dari 

apa yang sudah disimpulkan sebelumnya oleh penulis, dengan tujuan untuk 

memenuhi manfaat dan sasaran dari penelitian hukum normatif, yaitu memberikan 

suatu preskripsi hukum.  

 

 




